
PERATURAN DABRAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2AI4

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat {1} Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
rnenyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakiian Rakyat Daerah {DPRD) untuk
memperoleh persetuiuan bersama;
bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2OL4 yang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Piafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD pada tanggal 17 Desember 2O13;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Surnatera Utara Tahun Anggaran 2OL4;;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2Ll;
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undartg-Undang Nomor 12 Tahun 2OAB tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undaog Nomor 32 Talmn 2QO4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8441;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 38);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2AOg tentang Majelis
Permusyawaratan Ralgrat, Dewan Perwakilan Ralqyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a3);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2:AO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5oa9h
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 21O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a028l;
Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2AO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2AA7 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2OA4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, TarrrF,ahan l,embaran Negara
Reoublik Indonesia Nomor 47121l-
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2AO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AOS Nomor 138, Tambah.an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5761;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4593|;
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2AA6 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2QO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten lKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O1O tentang Pedoman
Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zArc Nomor 22, Tatnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51Oa);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2AIA tentang Standar
Akuntansi Pemerinta"han {Lemharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun zAn tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A12 Nomor
5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272l';

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2AA6 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri DaJarn Negeri Republik Indonesia Namar 27
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2QL4;

24- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOB

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 6):

25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA8 Nomor 7, Tambahan
l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
8|:

27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daera-h Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AAB
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 9);



28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AA9 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara {Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara
{Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Q1O Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
1);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN
2474

Menetapkan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
berrkut;

1. Pendapatan
2. Belanja

Surplus/ {Defisit} setelah Perubahan

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Dana Hasil Pajak/Bagt Hasil Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus

(41 l'air'-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
pendapatan :

a. Pendapatan Hibah
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
c. Pendapatan lainnya dari Pemerintah

Anggaran 2014, adalah sebagai

Rp. 8,488,643,829,O23.OO
Rp. 8,526,3O0,954,643.OO
Rp. (37,657,L25,62A.A41

Rp. 37,657,725,620.00
Rp.
ffi
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

4,944,50t,838,799.00
1 ,906,486, 1 33,424.O4
1,637,655,856,80O.00

5,7A6,32O,O27,O45.AO

2,8i9,980,927,598.OO

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Rp. 4,533,946,179,895.OO
Rp. t8,364,946,100.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

Rp. 242,514,468,L27.O0
Rp. 149,676,244,677.O4

Rp. 477,776,0A7,424.OO
Rp. 1,349,132,276,000.00
Rp. 79,637,85O,OOO.OO

pada ayat {1} hurufc terdiri darijenis

38,083,696,800.O0
1,599,57 2,1.50,000. OO

Rp.

Rp.

Rp.

Pasal 3

{1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja l,angsung

Rp.

Rp.



(2f Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 1,134,A78,626,535.00
b. Belanja Hibah Rp. 1,702,570,851,830.00
c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1,065,000,000.00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 1,685,553,895, 178.OO

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa Rp. 1,175,551,653,502.00

f. Belanja Tidak Terduga Rp. 7,500,000,000.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Betanja Pegawai Rp. L27,542,1"62,060.OO
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1,279,711,570,696.00
c. Belaqia Modal Rp. I,4|2,7ZT,I94,BS2.OO

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Rp. 37,657,125,620.00
b. Pengeluaran Rp.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perltitungan Ang€raran Daera}: Tahun Sebelumnya Rp. 37,657,125,620-A0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan r

a" Penyertaan Modal {Investasi} Pemerintah Daerah Rp.
b. Pembayaran Pokok Utang Rp.

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 5

Uraian t€bih lanjut Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2074 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran
vans tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran 1 Ringkasan APBD;
2 Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Org,anisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapituiasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Larnpiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran M Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal {Investasi} Daerah;

9, Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

1O. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Latnnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalarn tahun
anggarajr ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;

13. Lampiran XIII Daftar Piniaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasa] 6

Dalam rangka mengantisipasi pendanaart keadaan darurat dan keperluan mendesak seperti
bencana alam, bencana sosial, Pemenntah Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan
pengeluarannya melalui Dana Tidak Terdusa.

Pasal 7

Gubernur Sumatera Utara menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan dalarn Feraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perafuran Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Frovinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Maret 2Ol4

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 Maret 2014

SEKRETARTS DAERAH PROVTNSI,

ttd.

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARAT $ /2AV'l


